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X11/2014)

Oleh
ABD.CHOLIK
Abstract

The presence of DPD is expected to create the principle of effective double-check
legislative function, which is owned by the DPR. However, Article 22D NRI Constitution
of 1945 gives a very limited authority to the DPD Which can submit a bill and participate
in discussing the bill related to its authority, and give consideration to certain bill. With
Law No. 27/2009 and Law No. 12/2011, the authority of the DPD introduced a bill equated
with authority members, commission pr joint committee of parliament. While the
authority of the DPD in participating in discussing the bill with the appropriate authority is
limited only to the discussion of Level 1. Therefore, through decision of the Constitutional
Court No. 92/PUU-X/2012 has been interpreted that Article 22D paragraph (1) NRI
Constitution of the 1945 granting the right to the DPD in submitting a bill in accordance
with its authority Equivalent to the bill of the House and the President, so that the DPD bill
is no longer equated with the proposed bill of members, commission pr joint committee of
parliament. As for the authority to discuss the bill, no fundamental change, DPD shall only
be authorized to submit DIM if the bill of the President and the House of Representatives
related to its authority. In relation to the authority to approve, the Constitutional Court
declares that DPD is only given the authority to participate in discussing the draft law
which becomes its authority until the Level I Leveling prior to the joint approval between
DPR and President in Level II discussion. Through decision of the Constitutional Court
No. 79/PUU-X1I1/2014 has been interpreted against the authority of the DPD in giving
consideration to certain bill as intended in Article 22D paragraph (2) NRI Constitution of
the 1945 does not have the same weight as the DPD's authority to participate in
discussions, and in proposing the bill along with its explanations and/or academic texts
originating from the DPD shall be submitted to the President and the leadership of the DPR
Where previously only just submitted to the leadership of the House, not to the President.
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Abstrak

Kehadiran DPD diharapkan dapat menciptakan prinsip double check/checks and
balances yang efektif terhadap fungsi legislatif, yang dimiliki DPR. Namun Pasal 22D
UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan yang sangat terbatas terhadap DPD yakni
dapat mengajukan RUU dan ikut membahas RUU terkait kewenangannya, serta
memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu. Dengan UU No. 27/2009 dan UU
No.12/2011, kewenangan DPD dalam mengajukan RUU disamakan dengan usulan RUU
yang diajukan oleh anggota, komisi atau gabungan komisi di DPR. Sementara kewenangan
DPD dalam ikut membahas RUU yang sesuai kewenangannya terbatas hanya sampai
pembahasan Tingkat I. Oleh karena itu, melalui Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 telah
ditafsirkan bahwa Pasal 22D (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada DPD
dalam mengajukan RUU sesuai dengan kewenangannya setara dengan RUU dari DPR dan
Presiden, sehingga RUU DPD tidak lagi disamakan dengan RUU usulan dari anggota,
komisi atau gabungan komisi DPR. Adapun mengenai kewenangan ikut membahas RUU,
tidak ada perubahan mendasar. DPD hanya diberikan kewenangan untuk menyampaikan
DIM apabila RUU dari Presiden dan DPR yang terkait dengan kewenangannya. Terkait
dengan kewenangan menyetujui, MK menyatakan bahwa DPD hanya diberikan
kewenangan untuk ikut membahas RUU yang menjadi kewenangannya sampai pada
pemabahasan Tingkat I sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
pada pembahasan Tingkat II. Dan melalui Putusan MK No. 79/PUU-XI1/2014 telah
ditafsirkan terhadap kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak
memiliki bobot yang sama dengan kewenangan DPD dalam ikut serta membahas, dan
dalam mengajukan RUU beserta penjelasannya dan/atau naskah akademik yang berasal
dari DPD disampaikan kepada Presiden dan pimpinan DPR. Dimana sebelumnya hanya
cukup disampaikan kepada pimpinan DPR, tidak kepada Presiden.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Fungsi Legislasi, Mahkamah Konstitusi
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